v

PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Nomor SOP /SOP/DKPP/01/2019

Tgl. Pembuatan Januari 2019

Tgl. Revisi

Tgl. Efektif Januari 2019

Disahkan oleh

KEPALA D,

MARDANIS, SE,MH
NIP. 19680714 198803 1003

Nama SOP : Soslalisasi Kegiatan Gerakan Percepatan

Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP)

Dasar hukum:

Kualifikasi Pelaksana :

1 Undang-Undang Rl Nomer 18 tahun 2012 Tentang pangan

2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
undang Nomor 12 Tahun 2008.

3 Undang-Undang nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

4 Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme.

5 Peraturan Daerah Kota Batam No. 10 tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah

1. Memiliki kewenangan dalam  Melakukan Sosialisasi Gerakan Percepatan

Penganekaragaman Konsumsio Pangan (P2KP)

2. Memiliki Kemampuan Dasar dalam pemberian materi sosialisasi P2KP

Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan :
1.Komputer, Printer, ATK, Kamera Digital, dan Panduan Umum Sosialisasi
2.Materi-materi P2KP
3. DPA Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Sosialisasi Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP)
Mendukung Keberhasilan Program Diversifikasi Pangan (Road Show
Demo Masak B2SA dan LCM B2SA)

Peserta, resep dan Juri/Chef




%

PROSEDUR

Pelaksana Mutu Baku
No. Uraian Prosedur Ket
2 Staf Kasi Kabid Kadis Kelengkapan ‘Waktu Output
Memberi arahan dan disposisi kepada Kabid untuk
menyiapkan bahan penunjang pelaksanaan kegjatan
berupa SK, KAK dan Juknis Prosedur Sosialisasi P2KP
1 (Fercepatan Penganckaragaman Konsumsi pangan) - Lembar disposisi 30 menit Lembar disposisi
melalui kegiatan Roadshow Demo Masak B2SA dan 3
LCM B2SA
Menerima arahan dari Kadis dan menginstruksikan : ;
Lembar di isi 60 menit Lembar disposi
= kepada Kasi untuk ditindak lanjuti. em ipiaae ' & PO
Menerima arahan dari Kabid untuk menyusun
menyiapkan bahan penunjang pelaksanaan kegiatan
berupa SK, KAK dan Juknis Prosedur Prosedur !
3 Sosialisasi P2KP (Per:epatan Penganekzragaman ' Lembar disposisi 60 menit Lembar disposisi
Konsumsi pangan) ir elalui kegiatan Roadshow Demo s
Masak B2SA dan LCM B2SA - |
yang akan ditindaklznjuti bersama staf
4 Menerima arahan dari Kasi dan membuat draft SK, \/
KAK dan Juknis Kegiatan sy Komputar, printer, o Draft SK, KAK, PO
ATK dan Juknis
5 Meneliti, menelaah dan menandatangani draft SK, .
KAK, PO dan Juknis kegiatan { d . i Draft SK, KAK, PO dan s hiaid SK, KAK, PO dan
— C Juknis Juknis
6 Menerima SK, KAK, PO dan Juknis kegiatan serta
penjelasan dari Kabid untuk pelaksanaan kegiatan SK, KAK, PO dan Jadwal
-‘-_,,_-% ,,,,,, N Juknis yang telah 120 menit pelaksanaan
‘ ditandatangani kegiatan
7 Membuat konsep surat/Koreksi ] Telepon/Hp/Internet/ P Konsep Surat
ATK Undangan
8 Penandatanganan surat \
Surat undan
. Surat Undangan 32 menit NCANEAN

terdistribusi




Pelaksana Mutu Baku
No. Uraian Prosedur Ket
Staf Kasi Kabid Kadis Kelengkapan Waktu Output
Mengiri t
9 engirimkan surat undangan . Undlangan Peserta,
Suraf: Undangan 3 hari .
' Juri
L
0 M i jalisasi ’
1 empersiapkan ruangan tempat sos a- sasi Rugiogan, Konsumish ' R
(Foadshow Demo Masak), konsumsi ringan, : . 2 minggu .
Juri, Resep, Peserta Kegiatan
Perlengkapan dan Juri |
1 Mel kan Kegia- .
i gD . o . Ruangan, Konsumsi, 3 bulan (tiap Craft Laporan
) " ' Juri, Resep, Peserta | minggu 2 hari) Kegiatan
12 Membuat Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi
. Drat¢Lapotan 1 hari laporan Kegiatan
: Kegiatan F g
13 Per,ggam}iaan/ Me.ng|.r|m laporan hasil pelaksanaan | ) . Dokumen Laporan
sosialisasi ke propinsi - Laporari Kegiatan 1 hari

Kegiatan




PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Nomor SOP /SOP/BKP/o1/2019

Tgl. Pembuatan Januari 2019

Tgl. Revisi

Tg). Efektif Januari 2019

Disahkan oleh

KEPALA

MARDANIS, SE,MH
NIP. 156680714 168803 1 003

Nama SOP

Dasar hukum:

Kualifikasi Pelaksana :

1 Undang-Undang Rl Nomer 18 tahun 2012 Tentang pangan

2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
undang Nomor 12 Tahun 2008.

3 Undang-Undang nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme.

5 Peraturan Daerah Kota Batam No. 10 tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah

1.Memiliki kewenangan dalam Melakukan Sosialisasi Peningkatan Mutu dan Uji

Keamanan Pangan

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan :

1.Komputer, Printer, ATK, Kamera Digital, dan Panduan Umum Sosialisasi
2.Materi-materi Keamanan Pangan

3. Peserta Sosialisasi

4. Data Distributor dan Jjenis Sampel yang akan diuji

5. DPA Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam

Peringatan:

Pencatatan dan Pendataan :

Jika Masyarakat belum mengetahui dan memahami pentingnya
keamanan pangan akibat cemaran kimia, biologis dan fisik maka dapat
mengganggu , merugikan dan membahayakan kesehatan

Peserta sosialisasi, Data distributor dan sampel yang akan diuji

: Sosialisasi Peningkatan Mutu dan Uji Keamanan Pangan




PROSEDUR

Pelaksana Mutu Baku
No. Uraian Prosedur Ket
Staf Kasi Kabid Kadis Kelengkapan ‘Waktu Output
Memberi arahan dan disposisi kepada Kabid untuk
menyiapkan bahan penunjang pelaksanaan kegiatan
1 berupa SK, KAK dan Juknis Prosedur Sosialisasidan uji - Lembar disposisi 30 menit Lembar disposisi
keamanan pangan |
Menerima arahan dari Kadis dan menginstruksikan , . . . -
2 ¥ Lembar disposisi 60 menit Lembar disposisi
kepada Kasi untuk ditindak lanjuti. - P P
p =
Menerima arahan dari Kabid untuk menyusun
menyiapkan bahan penunjang pelaksanaan kegiatan
3 berupa SK, KAK dan Juknis Prosedur Prosedur i Lembar disposisi 60 menit Lembar disposisi
Sosialisasi dan uji keamanan pangan E
yang akan ditindaklznjuti bersama staf —
I
4 Menerima arahan dari Kasi dan membuat draft SK, \
KAK dan Juknis Kegiatan - Komputar, printer, Jhart Draft SK, KAK, PO
: 1 ATK dan Juknis
5 Meneliti, menelaah dan menandatangani draft SK, i
KAK, PO dan Juknis kegiatan beserta lokasi dan ! _ ) . Draft SK, KAK, PO dan > hari SK, KAK, PO dan
sempel yang akan diuji residu pestisidarya B : S -,- Juknis Juknis
6 Menerima SK, KAK, PO dan Juknis kegiatan serta
penjelasan dari Kabid untuk pelaksanaan kegiatan SK, KAK, PO dan Jadwal
. . B Juknis yang telah 65 menit pelaksanaan
: ditandatangani kegiatan
7 Koordinasi dengan distributor, pasar dan pihak ke3
yang akan diuji sampelnya i Telepon/Hp/Internet/ . Konsep Surat
60 menit
‘ ATK Undangan




sosialisasi ke propinsi

Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku
No. Uraian Prosedur Ket
Siaf Kasi Kabid Kadis Kelengkapan Waktu Output
8 Penandatanganan surat untuk mulai pelaksanaan
kegiatan (sosialisasi dan uji keamananpangan) | | L B
¢ : l e - Surat Undangan 2 hari SUsL Gndangan
! e terdistribusi
9 Mengirimkan surat undangan . Undangan Peserta,
Surat Undangan 3 hari
- narasumber
10 Mempersiapkan ruangan tempat so?la‘h sasi A Ruangar, Konsumsi,
(Floadshow Demo Masak), konsumsi ringan, 2k . Pelaksanaan
_ . Narasumber, Peserta, 2 minggu )
Perlengkapan dan narasumber dan dimulainya _ sampal (PSAT) Kegiatan
pengambilan sampel untuk uji keamanan pangan N
1 Melaksanakan Kegia:an : 3 bulan Draft Laporan
it E Ruangari, Konsumsi, | (Sosialisasi 1kali, | Kegiatan (laporan
Narasumber, Peserta,| pengambilan |sosialisasi dan hasil
sampzal (PSAT) sampel berkali- uji keamanan
i kali) pangan)
12 Membuat Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi i
R Draft Laporan
Kegiatzn (laporan . "
1 hari laporan Kegiatan
sosialisasi dan hasil uji ' P &
keamanan pangan)
13 Penggandaan/ Mengirim laporan hasil pelaksanaan " Rt i
*- Laporan Kegiatan 1 hari P




PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Nomor SOP : /SOP/DKPP/o1/201a

Tgl. Pembuatan s Januari 2019
Tgl. Revisi
Tgi. Efextil Jaiiuaii 2619
Disahkan oleh
KEPALA D
MARDANIS, SE,MH
NIP. 19680714 198803 1 003
Nama SOP : Penyusunan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi

Dasar hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1

I

Undang-Undang RI Nomer 18 tahun 2012 Tentang pangan

Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
undang Nomor 12 Tahun 2008.

Undang-Undang nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme.

Peraturan Daerah Kota Batam No. 10 tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah

1. Memahami Konsep Penyusunan Laporan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi
(SKPG)
2. Mamahami Panyusiinan | anoran Sistem Kewasnadaan Pangan dan Gizi yang

ditetapkan oleh Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Rl

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan :

1.Peraturan, Pedoman dan Materi yang terkait Penyusunan Laporan Sistem
Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)
2.Komputer yang dilengkapi software yang memadai (Komputer, Printer, ATK,
o Nirieal)
7

K v A
AATNCSTa vigitas

3. DPA Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam

Peringatan:

Pencatatan dan Pendataan :




Uraian Prosedur

Pelaksana Mutu Baku
Kasubbag
Petugas |Anggota Tim| . .
Kecamatan SKPG Tim SKPG Kasi Umum da.n Kepala | Kelengkapan Waktu Output
Kepegawaian

Ket

Menerima surat
permintaan penyusunan

surat Permintaan

Surat permintaan diterima

kecamatan di lapangan dan
menyerahkan ke Anggota
Pokja SKPG

data didisposisi,
data kecamatan

1 {laporan SKPG dari Badan 30 menit Subbag Umum dan
data .

Ketahanan Pangan Kepegawaian

Provinsi Kepulauan Riau

Mendisposisikan surat

permintaan penyusunan surat Permint Surat permintaan diterima Kasi
2 |laporan SKPG ke Kasi g .. | 30 menit | Kewaspadaan dan Kerawanan

; data didisposisi

Ketersediaan dan Pangan

Kerawanan Pangan

Menerima disposisi surat -

dan mengistruksikan : . L

. . surat Permintaan ; Surat permintaan diterima

3 Pokja SKP . .. | 30 t . .

peemiinamr Poxgs ShBG data didisposisi ment Koordinator Pokja SKPG

untuk menyusun laporan

SKPG

i ksikan Anggot . . L

Mqumstru stan Anggota - surat Permintaan ; Surat permintaan diterima

4 |Pokja SKPG untuk I .. 1 hari .
. data didisposisi Anggota Pokja SKPG
menyiapkan data bulanan
Anggota Pokja SKPG .
surat Permintaan ,
5 |mengumpulkan data . . 2 han Data Kecamatan
data didisposisi
kecamatan
Mengambil data surat Permintaan | 3 hari Data Kecamatan




Propinsi

Pelaksana Mutu Baku
: . Kasubbag
No Uraian Prosed Ket
l ur Petwgas | Anggots Tim Tim SKPG Kasi Umum dan | Kepala | Kelengkapan Waktu Output
Kecamatan SKPG :
Kepegawaian
Merekap data dari petugas
kecamatan, mengolah data,
7 |menyusun laporan dan data kecamatan 2 hari draft laporan/data
menyerahkan ke
Koordinator Pokja SKPG
Memeriksa dan memaraf
laporan dan L
. . . 1 /data diperik
8 |menyampaikan ke Kasi draft laporan/data| 30 menit gl aporap SRR
. diparaf
Ketersediaan dan
Kerawanan Pangan
Memeriksa dan memaraf
laporan dan 3 . draft laporan/data diperiksa,
9 ; 30 t )
menyampaikan ke Subbag ekt lapoiiican: = diparaf
Umum dan Kepegawaian
Memeriksa dan memaraf
: 1 n/d iperik
10 witiam dar.l draft laporan/data] 30 menit ey par ot dupRriksa,
menyampaikan ke Kepala diparaf
Dinas
Menadatangani Laporan .
MskpG £ P >- draft laporan/datal 30 menit | Laporan/data ditandatangani
Mengarsipkan dan Laporan/data diarsipkan dan
12|menyampaikan data ke Laporan/data | 30 menit ditandatangani




PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Nomor SOP : /SOP/DKPP/01/2019
Tgl. Pembuatan 2 Januari 2019
Tgl. Revisi
Tgl. Efektif - Januari 2019
Disahkan oleh
KERAA DI

MARDANIS, SE,MH
NIP. 19680714 198803 1 003

Nama SOP : Penyusunan FSVA

Dasar hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1 Undang-Undang Rl Nomer 18 tahun 2012 Tentang pangan

2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
undang Nomor 12 Tahun 2008.

3 Undang-Undang nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

4 Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme.

5 Peraturan Daerah Kota Batam No. 10 tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah

1. Memahami Konsep Penyusunan FSVA

2. Memahami Penyusunan Laporan Sistem FSVA yang ditetapkan oleh Badan
Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan :

1.Peraturan, Pedoman dan Materi yang terkait Penyusunan Laporan FSVA

2.Komputer yang dilengkapi software yang memadai (Komputer, Printer, ATK,
Kamera Digital)
3. DPA Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam

Peringatan:

Pencatatan dan Pendataan :




penyusunan FSVA ke SKPD

anggota tim FSVA

Pelaksana Mutu Baku
INo. Uraian Prosed K Ket
& ks Staf Kasi sxibag Lata Kepala Kelengkapan Waktu Output
Usaha

Persiapan rapat pelaksanaan Undangan, DPA, Daftar .
1 ; e 2 Draft FSVA

kegiatan Penyusunan FSVA Hadir o L
2 Permintaan anggota tim Surat permintaan 1 B Siipal

Pembuatan SK tim penyusunan

Surat anggota tim

Keluarnya SK tim penyusunan

kegiatan

direvisi oleh Tim

3 [Fsva ﬁ( FSVA dari SKPD S FSVA
Data mentah dari lintas .
4 |Pengumpulan data FSVA -6“—-( OPD/Sektor 3 Minggu Dokumen
Pengolahan Data FSVA dan
5 Pembuatan Draft FSVA ﬁ‘————. Dokumen 1 bulan Draft Laporan FSVA
6 |Masukaan dan Revisi dari Kadis - Draft Laporan FSVA 1 minggu Draft Laporan FSVA
6 [Rapat tim penyusunan FSVA El‘ Draft Laporan FSVA 1 hari Laporan yang sgdah B
oleh Tim
7 Penyusunan laporan akhir ' Laporan yang sudah § Ll Logioman A




Pelaksana Mutu Baku
No. Uraian Prosed Ket
. ecur Staf Kasi Kasubug Tuta Kepala Kelengkapan Waktu Output g
Usaha
Penandatanganan buku FSVA é : . Laporan Akhir yang siap
8 ; i .
oleh walikota e e I minggu didistribusikan dan arsipkan




-

PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Nomar SOP : /SOP/DKPP/o1/2010
Tgl. Pembuatan : Januari 2019

Tgl. Revisi

Tgl Sfektif : Januari 2015
Disahkan oleh

KEPALA DINAS

MARDANIS, SE,MH

NIF. 19680714 198803 i 603

Nama SOP : Analisa dan penyusunan Pola Konsumsi Pangan

Dasar hukum::

Kualifikasi Pelaksana :

1 Undang-Undang Rl Nomer 18 tahun 2012 Tentang pangan

2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
undang Nomor 12 Tahun 2008.

1. Memiliki kewenangan dalam Melakukan Analisa
dan Penyusunan Pola Pangan Harapan (PPH)

2. Mengolah, Menganalisa, dan Melaporkan Data Pola Pangan Harapan (PPh).

3 Unddng-Unidaing nonion 25 tahun 1999 tentang Perinibatigdn 3. Mernahari instiunien Aplikasi Hainionisasi Analisa Pula Pangarn Hai apan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
4 Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme.
5 FPeratuian Daeali Kota Batain No. i0 taliuil 2016 Teitaing
Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah
Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan :
1.Komputer, Printer, ATK, Kamera Digital, dan Kalkulator
2.Panduan Analisa dan Penyusunan Pola Pangan
3. DPA Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan :

Skor Pola Pangan Harapan merupakan Acuan untuk menilai tingkat
keragaman pangan dan keseimbangan gizi yang didasarkan pada
sumbangan energi dari kelompok pangan utama (secara absolut
maupun dari suatu pola ketersediaan dan konsumsi pangan).

Data, target, realisasi, dan persentase capaian Pola Pangan Harapan




PROSEDUR

No.

Uraian Prosedur

Pelaksana

Mutu Baku

Staf

Kasi

Kabid

Kadis

Kelengkapan

Waktu Output

Ket

Memberi arahan dan disposisi
kepada Kabid untuk menyiapkan
bahan per unjang pelaksanaan
kegiatan berupa SK, KAK dan
Juknis Prosedur Analisa dan
Penyusunan Pola Konsumsi Kota
Batam

Lembar disposisi

30 menit Lembar disposisi

Menerima arahan dari Kadis dan
menginstruksikan kepada Kasi
untuk ditindak lanjuti.

Lembar disposisi

60 menit Lembar disposisi

Menerima arahan dari Kabid
untuk menyusunmenyiapken
bahan perunjang pelaksanaan
kegiatan berupa SK, KAK dan
Juknis Prosedur Analisa dan
Penyusunan Pola Konsumsi Kota
Batam

yang akar: ditindaklanjuti bersama
staf

Lembar disposisi

60 menit Lembar disposisi

Menerima arahan dari Kasi dan
membuat draftSK, KAK dan Juknis
Kegiatan

Komputer, printer, ATK

1 hari Draft SK, KAK, PO dan Juknis

Meneliti, menelaah dan
menandatangani draft SK, KAK,
PO dan Ju<nis kegiatan

\l/
\V/

Draft SK, KAK, PO dan
Juknis

3 hari SK, KAK, PO dan Juknis

Menerima SK, KAK, PO dan Juknis
kegiatan serta penjelasan dari
Kabid untuk pelaksanaan kegiatan

|

{ |

| \l/
1}

SK, KAK, PO dan Juknis
yang telah
ditandatangani

30 menit Jadwal pelaksanaan kegiatan







